
 
 

 
 

BUPATI NATUNA 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
PERATURAN BUPATI NATUNA 

NOMOR  1  TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 52 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN UMUM PERHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, 
TUNJANGAN, INSENTIF KELEMBAGAAN, DAN BIAYA OPERASIONAL 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SERTA  
DANA PURNA BAKTI KEPALA DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NATUNA, 
 

Menimbang  :  a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas 
pelayanan penyelenggaran pemerintahan Desa, perlu 
memperhatikan kesehteraan Kepala Desa, Perangkat 

Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan 
Lembaga lainnya; 

  b. bahwa untuk menjamin kepesertaan anggota BPD 
dalam BPJS Ketenagakerjaan perlu menyesuaikan 

tunjangan anggota BPD; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 52          

Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Perhitungan 
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif 

Kelembagaan, Dan Biaya Operasional 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Serta Dana 
Purna Bakti Kepala Desa; 

 
Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam 

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4880); 

SALINAN 

SALINAN SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 82 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 

Nomor 83); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA 

NOMOR 52 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN 
UMUM PERHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, 

TUNJANGAN, INSENTIF KELEMBAGAAN, DAN 
BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DESA SERTA DANA PURNA BAKTI 
KEPALA DESA. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 

52 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Umum Perhitungan Penghasilan Tetap, 
Tunjangan, Insentif Kelembagaan, Dan Biaya 
Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Serta Dana Purna Bakti Kepala Desa (Berita Daerah 
kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 52) diubah 

sebagai berikut: 
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Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 13 

(1) Penetapan besaran Tunjangan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b diatur 

sebagai berikut: 
a.  Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap bulan 

sebesar Rp. 2.250.000; (dua juta dua ratus 

lima puluh ribu rupiah); 
b.  Wakil Ketua BPD ditetapkan tunjangan setiap 

bulan sebesar Rp. 1.950.000; (satu juta 
sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); 

c.  Sekretaris BPD ditetapkan tunjangan setiap 
bulan sebesar Rp. 1.850.000; (satu juta 
delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan 

d.  Anggota BPD ditetapkan tunjangan setiap 
bulan sebesar Rp. 1.650.000; (satu juta enam 

ratus lima puluh ribu rupiah). 
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 

ayat (2) huruf a bersumber dari ADD. 
(3) Besaran tunjangan anggota BPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk iuran 

BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayarkan 
secara mandiri. 

 
 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Natuna. 
 

Ditetapkan di Ranai 

pada tanggal 3 Januari 2023 
 

BUPATI NATUNA, 
 

   ttd 
 
WAN SISWANDI 

 
Diundangkan di Ranai  

pada tanggal 3 Januari 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 

   ttd 

 

BOY WIJANARKO VARIANTO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 242

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
SUHERMAN, SH 

NIP. 197203172000121002 
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